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4. Und.ang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

TENTANG 

BUPATI WAKATOBI 
PERATURAN BUPATI WAKATOm 

NOMOR : ft TAHUN 2013 

Mengingat 

BUPATI WAKATOBI. 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 ten tang Tata Cara 
Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan 
Pemberhentian Kepala Desa, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati; 

b. bahwa untu.k. terciptanya pemilihan Kepala Desa yang 
aman, tertib, adil dan demokratis serta memperjelas 
ketentuan yang belum diatur dalam Peraturan Daerah 
sebagaimana d.imaksud dalam huruf a diatas, perlu diatur 
dengan Peraturan Bupati; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dima.ksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetap.kan Peraturan 
Bupati tentang Pelaksanaan Pasal 48 Peraturan Daerah 
Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pencalonan, 
Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian 
Kepala Desa; 

: l. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih clan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851}~ 

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang 
Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi 
dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi 
Tenggara (Lembaran Negara Republik. Indonesia Tahun 
2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4339); 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana 
telah diubah yang terab.ir dengan Undang-Und.ang Nomor 
12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang­ 
Undang Nomor 3.2 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4844}; 

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2013 
TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMil,JHAN, PENGANGKATAN, 

PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA. 
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Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimak.sud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Wak.atobi. 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal l 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN 
PERATURAN DAERAB NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG 
TATA CARA PENCALONAN, PEMlLIBAN, PENGANGKATAN, 
PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA. 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

5. Undang-Vndsng Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang 
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nornor 4587); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Repu blik Indonesia Norn or 4 737); 

8. Peraruran Daerah Nornor 3 Tahun 2008 tentang Urusan 
Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah 
Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 Nomor 3); 

9. Peraturan Daerah Nornor 6 Tahun 2008 tentang Susunan 
Organisasi dan Tata Kerja Inspektcrat, Bappeda, 
Penanaman Modal dan Lembaga Teknis Daerah 
Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten 
Wakatobi Tahun 2008 Nomor 6} sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2010 
tentang Peru bahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 
Ta.hun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja 
Inspektorat, Bappeda, Penanaman Modal dan Lembaga 
Teknis Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah 
Kabupaten Wakatobi Tahun 2010 Notnor 21); 

10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Cara 
Pencalonan, Pernilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan 
Pemberhentian Kepala Desa (Lernbaran Daerah Kabupaten 
Wakatobi Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Wakatobi Nomor 2); 

MEMUTUSKAN 



2. Pernerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintah Daerah. 

3. Bupati adalah Bupati Wakatobi. 

4. Dewan Pe:rwakilan Rakyat Daerab yang selanjutnya disingkat DPRD 
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wakatobi. 

5. Cam.at adalah perangkat daerah yang mengepalai pemerintah kecamatan. 

6. Desa adalah kesaruan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas 
wilayah yang berwenang untuk rnengarur dan znengurus kepentingan 
masyarakat stempat, berdasark.an asal-usul dan adat istiadat setempat 
yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan 
Repu bli.k Indonesia. 

7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 
Pernerintah Desa dan Sadan Permusyawaratan Desa dalam mengatur 
dan mengurus kepentingan masyarakat eetempat berdasarkan asal-usul 
dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam aistem 
Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Desa. 

9. KepaJa Desa adalah Kepala Desa setempat selaku kepala penyelenggara 
pemerintah yang ada di desa. 

10. Sadan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah 
Iernbaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam. penyelenggaraan 
pernerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. 

1 l. Masyarakat adalah masyarakat yang meJaksanakan pemilihan Xepala 
Des a. 

12. Panitia Pemilihan Kepala Desa selanjutnya disebut Paniti.a Pemilihan 
adalah penyelenggara pernilihan di desa. 

13. Pengawas Pemilihan Kepala Desa selanjutnya disebut Pengawas 
Peznilihan. 

14. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP ad.al.ah kartu 
identitas penduduk sebagai warga desa. 

15. Pcnduduk desa adalah orang yang menempati wilayah desa yang 
dibuktikan dengan KTP, keterangan domisili atau di.akui oleh pejabat 
yang berwenang. 

16. Penjaringan adalah upaya yang dilakukan oleh paniti.a pernilihan untuk 
rnendapatkan bakal Calon Kepala Desa. 

17. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh panitia pemilih.an baik 
secara administrasi maupun penilaian kemampuan dan kepemimpinan 
para bakal Calon. 

18. Calon Kepala Desa adalah orang yang telah dinyatakan memenuhi 
persyaratan untuk dipilih sebagai Kepala Desa. 

19. Calon terpili.h adalah Calon Kepala Desa yang mendapat dukungan suara 
terbanyak. 

20. Pemilih adalah penduduk desa yang telah memenuhi persyaratan untuk 
menggu.nakan hak pilihnya dalam pemilihan Kepala Desa. 

21. Foto / gambar calon adalah foto / gambar calon kepala desa. 
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Pasal 5 
(1) Ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf l dalam Peraturan Daerah Nomor 8 

Tahun 2013 ten tang Tata Cara Penceionea, Pem.ilihan, Pengangkata.n, 
Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa adalah Calon Kepala Desa 

Pasal 4 
Ketentuan pencabutan ha.k mernilih dan dipilih oleh pengadilan sebagaimana 
climaksud dalam Pasal 10 huruf c dan Pasal 11 huruf k dalam Peraturan 
Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, 
Pcngangkatan, Pelanti.kan dan Pemberhentian Kepala Desa adalah hanya 
untuk orang yang sedang menjalani hukuman penjara selama 5 (lima] tahun 
keatas; 

BAB IV 
HAK MEMILIH DAN DIPILm 

Pasal 3 
Panitia Pemilihan Kepala Desa berjumlah 5 (lima) orang terdiri dari: 
a. kerua merangkap anggota; 
b. sekretaris roerangkap anggota; 
c. benda.hara merangkap anggota; dan 
d. 2 {dua) orang anggota. 

BAB ID 
PANITIA PE?tDLIHAN 

(4} Honorarium sebagaim.ana dim.aksud pada ayat (3) diperoleh dari bantuan 
Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (11 huruf a 
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pencalonan, 
Pernilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa. 

BABll 
PEMBIAYAAN 

Pasa1 2 

(1) Biaya pemilihan yang melebihi ketentuan yang telah ditetapkan dalam 
Pasal 4 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang 
Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan 
Pemberhentian Kepala Desa akan dibebankan kepada swadaya 
masyarakat. 

(2) Penggunaan swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dipertanggungjawabkan pada rapat BPD. 

(3) Honorarium Panitia Pemilihan Kepala Desa ditetapkan sebesar : 
Rp. 600.000,­ 
Rp. 550.000,­ 

Rp. 500.000,­ 

Rp. 450.000,- 

a. ketua 

b. sekretaris 
c. bendahara 
d. anggota 
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Pasal 7 
Bentuk clan model surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat 
(2) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pencalonan, 
Pernilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa adalah 
sebagai berikut : 

a. surat suara berbentuk persegi 4 dengan kertas HVS dengan ukuran legal 
(2 l ,59X35,56); 

b. ukuran foto/ gambar calon, menyesuaikan dengan keadaan swat suara 
sebagaima.na dimaksud pada huruf a; 

c. foto/gambar calon yang terdapat. dalam surat suara berwarna dengan Jatar 
merah; 

d. nomor urut berada diatas foto/gambar calon; 
e. narna terdapat dibawah foto/gambar calon; 
f. foto/gambar, nomor urut dan nama setiap calon berada dalam bingkai; 

g. lipatan surat suara sebanyak 2 kali; 
h. model surat suara landscape/melintang; 

1. tanda tangan ketua panitia pada surat suara berada dibelakang 
foto/gambar calon: 

J. dalam surat suara pada bagian atas bingka.i foto/gambar, terdapat rulisan 
"SURAT SUARA PEMU,MAN KEPALA DESA (NAMA DESA) PERIODE 
{TAHON MASA JABATAN)". 

Pasal 6 
Surat suara yang dicoblos dinyatakan tidak: sah, sebagaimana diroaksud 
dalam Pasal 24 ayat (1) huruf e Peraruran Daera.h Nomor 8 Ta.hun 2013 
tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan 
Pemberhentian Kepala Desa adalah terdapat lebi.h dari 1 (satu) coblosan, baik 
pada foto/gambar calon yang sama, maupun pada foto/gambar calon lain 
atau bagian lain diluar foto/gambar ca1on dalam surat suara, 

yang memili.ki Kartu Tanda Penduduk dan Keterangan Domisili, 
bertempat tinggal d.an/atau memiliki ru.mah pada desa setempat. 

(2J Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di.kecua!ikan 
apabila pada saat pencalonan Kepala Desa ternyata nirnab atau tempat 
tingga1nya masuk dalam wilayah desa tetangga akibat pemekaran desa, 
akan tetapi Kartu Tanda Penduduk dan keterangan domisilinya masih 
berlaku pada desa setempat sebelum pemekaran. 

(3J Keterangan Domisili sebagaimana diroaksud pada ayat (1) dikeluarkan 
oleh Pemerintah Desa setempat; 

{4) Apabila Keterangan Domieili tidak dapat dipenuhi oleb Pemerintah Desa, 
maka Camat dapat mengeluarkan Keterangan Domisili. 

BABV 
KEABSABAN SURAT SUARA 
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Pasal 10 
( 1) Pengawas pemilihan Kepala Desa dapat meberikan sanksi menggugurkan 

salah satu Calon Kepala Desa yang terbukti melanggar ketentuan Pasal 9 
ayat ( 1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d. 

(2} Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat d.i.kenakan 
sanksi pidana umum berdasarkan laporan calon Kepala Desa yang 
merasa dirugikan. 

(3) Merusak symbol/atribut kampanye sebagaimana climaksud dalam. Pasal 9 
ayat ( If huruf e, dikenakan sanksi pidana umum berdasarkan Iaporan 
Calon Kepala Desa yang dirugikan. 

Bagian Kedua . 
Sanksi Pelangga.ran Kampanye 

Pasal 9 

( 1) Karo pan ye setiap Calon Kepala Desa sebagaimana dirnaksud daJam Pasal 
8 ayat (2} dilarang sebagai beri.kut: 

a. mengangkat issu sara; 

b. menghina/mem.fitnah Calon lain; 

c. merusak persatuan dan kesatuan; 

d. memberi.kan uang atau hadiah dalam bentuk apapun kepada 
masyarakat baik sebelum pemungutan suara maupun sesudah 
pemilihan; 

e. merusak symbol/ atribut Calon Kepala Desa. 

(2) Masa tenang ditetapkan satu hari setelah pelaksanaan kampanye. 

(3) Masa tenang dilarang melaku.kan aktifitas kampanye. 

(4) Dalam masa tenang seluruh simbol atau atribut yang bersifat kampanye, 
dibersihkan oleh setiap CaJon KepaJa Desa. 

Pasal 8 

( l) Panitia pemilihan memberikan hak kampanye dalam bentuk 
penyampaian visi dan misi kepada setiap Calon Kepala Desa sesuai 
tahapan yang ditentukan. 

(2) Setiap Calon Kepala Oesa dapat menyampaikan visi dan misi dalam rapat 
BPD yang dihadiri oleh Panitia pengawas pemilihan, masyarakat dan 
difasilitasi oleh panitia pem.ilihan. 

(3) Kampanye setiap Calon Kepala Desa dilaksariakan l (satu] kali dalam 
rapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 

BAB VI 
PELAKSANAAN KAMPANYE 

Bagi.an kesatu 
Laranga.n Ka.mpanye 
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BERITA DAERAB K.ABUPATEN WAKA.TOBI TABUN 2013 NOIIOR 

SUDJITON 

Diundangkan di Wangi-Wangi 
pada tanggal 2~ - 9- 2013 

SEKRETAR1S DAERAB KABUPATEN WAKATOBI, 

Pasal 12 
Peraturan Bupati in.i mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetanuinya, memerintahkan pengund.angan Peraruran 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Wakatobi. 

Pasal 11 
Hal-hal yang belum diarur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai 
teknis peiakeanaannya akan ditetapkan dengan Keputuean Bupati. 

BAB VD 
KETENTUANPENUTUP 

Ditetapkan di Wangi-Wangi 
pada tanggal 1 ~ -9..,. 2013 

BUPATI WAKATOBI, 

~ 


